
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 81 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENANGGULANGAN PEMASUNGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mencapai kualitas hidup yang 
baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas 
dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat 
mengganggu kesehatan jiwa hidup sejahtera lahir dan 
batin;  

  b. bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi 
setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan 
gangguan jiwa mengakibatkan terjadinya pemasungan 
terhadap orang dengan gangguan jiwa; 

  c.  bahwa Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan 
menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan 
masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa 
berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanggulangan 
Pemasungan;   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

SALINAN 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5571); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 58); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di 

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5107);  

  8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang 

Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 

   

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

PENANGGULANGAN PEMASUNGAN. 



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemasungan adalah suatu tindakan pembatasan gerak seseorang yang 

mengalami gangguan fungsi mental dan perilaku dengan cara 

pengekangan fisik dalam jangka waktu yang tidak tertentu yang 

menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang 

layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi orang 

tersebut. 

2. Penanggulangan Pemasungan adalah upaya yang ditujukan untuk 

mengatasi masalah pemasungan meliputi upaya pencegahan, 

penjangkauan, perawatan, dan rehabilitasi sosial. 

3. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat 

berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu 

tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat 

bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk 

komunitasnya. 

4. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah 

seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan 

perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau 

perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan 

penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai 

manusia. 

5. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat 

kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan 

masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/atau 

masyarakat. 

6. Upaya penjangkauan adalah serangkaian tindakan untuk menjangkau 

ODGJ yang dipasung agar mendapat layanan kesehatan yang layak serta 

menjamin pemenuhan hak sosial bagi ODGJ. 

7. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah suatu sistem upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial bagi seorang dengan disabilitas dan 

keluarganya yang dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat dengan 

menggunakan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat 

sekitarnya. 

8. Tim Kesehatan Jiwa Layanan Primer adalah Tim tenaga kesehatan yang 

terdiri atas dokter, psikolog, perawat, bidan, dan/atau apoteker di 

puskesmas yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus 

kesehatan jiwa melalui pendidikan profesional maupun pelatihan 

kesehatan jiwa oleh profesional kesehatan jiwa dan/atau praktisi 

kesehatan jiwa. 



9. Kader Kesehatan adalah setiap orang yang secara sukarela mengikuti 

pelatihan kesehatan oleh tim kesehatan yang berkompeten serta ditunjuk 

pejabat kelurahan/desa untuk membantu upaya pencegahan dan 

penanganan masalah kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan/desa 

dengan bimbingan tenaga kesehatan dari Puskesmas. 

10. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah 

seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian 

sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang 

kesejahteraan sosial. 

11. Kelompok Bantu Diri Swabantu adalah suatu kelompok yang terdiri atas 

keluarga dengan permasalahan gangguan jiwa yang berkumpul untuk 

saling berbagi pengalaman, saling membantu, dan melakukan berbagai 

kegiatan bersama untuk mendukung penderita gangguan jiwa agar lebih 

mandiri. 

12. Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat tingkat Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah Tim yang memberikan pengarahan bagi pelaksanaan 

program kesehatan jiwa masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Kabupaten/Kota. 

13. Kelompok Peduli adalah kumpulan anggota masyarakat yang peduli 

terhadap masalah kesehatan jiwa dan mengorganisir diri dengan 

membuat perkumpulan atau jaringan secara informal maupun formal 

dengan tujuan membantu mengatasi persoalan kesehatan jiwa termasuk 

berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengobatan dan 

perawatan individu dengan masalah kesehatan jiwa tertentu. 

14. Psikoedukasi adalah suatu kegiatan yang fokus pada pendidikan atau 

pelatihan terhadap individu, keluarga, maupun kelompok dengan tujuan 

untuk proses intervensi dan rehabilitasi sebagai usaha pencegahan 

meluasnya gangguan psikologis/psikiatri. 

15. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di 

bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar 

kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali 

mutu. 

16. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

18. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Pasal 2  

Tujuan penyusunan  pedoman penanggulangan pemasungan adalah: 

a. Mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan jiwa 

masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. Mendukung program Daerah Istimewa Yogyakarta Bebas 

Pasung; 



c. Memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam 

upaya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat; 

d. Memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam 

upaya menangani penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan 

jiwa; 

e. Memberi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam 

penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program 

penanggulangan pemasungan terhadap ODGJ; 

f. Memberikan panduan bagi elemen masyarakat dan keluarga 

dalam berperan aktif menanggulangi masalah pemasungan; dan 

g. Memberi panduan kerja sama lintas sektor dalam upaya 

penanggulangan pemasungan. 

 

BAB II 

TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 3  

Pemerintah Daerah bertugas:  

a. Membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat; 

b. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang 

benar kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa; 

c. Mengoordinasikan lintas program dan lintas sektoral upaya 

penanggulangan pemasungan pada pihak pemangku kepentingan; 

d. Menyusun perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan 

dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang 

Kesehatan Jiwa; 

e. Menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi 

pengobatan, pemulihan psikososial, rehabilitasi, pendampingan, 

dan/atau dukungan lain yang memadai untuk ODMK atau ODGJ; 

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program 

penanggulangan pasung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 

g. Menyediakan pengobatan dan perawatan ODGJ di Rumah Sakit Jiwa, 

Rumah Sakit, dan Puskesmas; 

h. Menyediakan panti sosial untuk penempatan sementara bagi ODGJ paska 

perawatan; 

i. Menjamin cadangan ketersediaan obat untuk ODGJ; 

j. Mencegah timbulnya stigmatisasi dan diskriminasi bagi ODGJ; dan 

k. Menyusun dan menyebarluaskan panduan praktis tentang 

penanggulangan pemasungan. 

 

Pasal 4  

Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas: 

a. Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat; 



b. Memfasilitasi pembentukan kelompok bantu diri, forum komunikasi,atau 

kelompok peduli ODGJ; 

c. Menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi 

pengobatan, pemulihan psikososial, rehabilitasi, pendampingan, 

dan/atau dukungan lain yang memadai bagi kepada ODMK atau ODGJ; 

d. Meningkatkan jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan 

jiwa terutama untuk ODGJ; 

e. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan ketersediaan 

tempat pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit; 

f. Menjamin ketersediaan obat untuk ODGJ; 

g. Menjamin ketersediaan peralatan kegawatdaruratan psikiatri; 

h. Menyiapkan kader kesehatan di tingkat desa/kelurahan; 

i. Mencegah timbulnya stigmatisasi dan diskriminasi bagi ODGJ; dan 

j. Memfasilitasi pembentukan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. 

 

BAB III 

UPAYA PENCEGAHAN 

 

Pasal 5  

Upaya pencegahan meliputi: 

a. Deteksi dini kasus ODGJ yang berisiko dipasung; 

b. Peningkatan kemampuan dasar keluarga untuk merawat ODGJ; 

c. Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang gangguan jiwa kepada 

masyarakat; dan 

d. Pemantauan terhadap ODGJ dan keluarga. 

 

Pasal 6  

(1) Kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat bertugas melakukan 

deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. 

(2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 

pendataan berkala dan menghimpun laporan masyarakat. 

(3) Dalam hal ODGJ ditemukan melalui deteksi dini, maka kader kesehatan 

atau pekerja sosial masyarakat melaporkan penemuan ODGJ tersebut 

ke Puskesmas. 

 

Pasal 7  

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 

Puskesmas mengirim tenaga kesehatan. 

(2) Kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat mencatat hasil deteksi 

dini di formulir deteksi dini. 

(3) Formulir deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 



 

Pasal 8  

(1) Petugas kesehatan bertugas melakukan upaya peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan dasar keluarga dalam merawat ODGJ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. 

(2) Pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pengertian tentang kesehatan jiwa dan gangguan jiwa; 

b. Penyebab gangguan jiwa; 

c. Gejala gangguan jiwa; dan 

d. Pengobatan dan perawatan gangguan jiwa. 

(3) Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kemampuan: 

a. Mengenali gejala gangguan jiwa; 

b. Mengenali tanda-tanda kekambuhan; 

c. Merawat ODGJ; dan 

d. Memberi dukungan sosial. 

(4) Materi pengetahuan dan kemampuan dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 9  

(1) Petugas kesehatan puskesmas bertugas melakukan komunikasi, 

informasi, dan edukasi tentang gangguan jiwa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf c. 

(2) Kader kesehatan dan tokoh masyarakat dapat membantu pelaksanaan 

komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

 

Pasal 10  

(1) Petugas kesehatan bertugas melakukan pemantauan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) bulan berdasarkan skala prioritas. 

(2) Kader kesehatan dapat membantu petugas kesehatan melakukan 

pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata Cara Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB IV 

TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA 

Pasal 11  

(1) Dalam perilaku ODGJ berisiko membahayakan diri sendiri dan orang 

lain, keluarga dan masyarakat setempat dapat melakukan tindakan 

pengamanan sementara. 



(2) Tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara pengekangan fisik kepada ODGJ. 

(3) Tata cara tindakan pengamanan sementara tercantum dalam Lampiran, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 12  

(1) Keluarga dan/atau masyarakat setempat wajib melaporkan tindakan 

pengamanan sementara ke petugas kesehatan di Puskesmas paling lama 

24(dua puluh empat) jam sejak pengamanan sementara dilakukan. 

(2) Petugas kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib melakukan tindakan penjangkauan paling lama 24 (dua 

puluh empat) jam sejak laporan diterima. 

 

Pasal 13  

Setiap orang dilarang melakukan tindakan pengamanan sementara yang 

membahayakan jiwa ODGJ, berpotensi mengakibatkan luka fisik atau cacar 

permanen, dan/atau tindakan pengamanan yang merendahkan martabat 

manusia. 

 

Pasal 14  

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas menyediakan alat-alat 

pengamanan darurat berstandar medis untuk ODGJ. 

(2) Alat-alat pengamanan darurat untuk ODGJ meliputi: 

a. Jaket fiksasi; 

b. Tali fiksasi; atau 

c. Alat dan obat-obatan kedaruratan jiwa. 

 

Pasal 15  

Dalam hal ODGJ menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat 

membahayakan dirinya, orang lain, atau sekitarnya, maka tenaga kesehatan 

yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat 

psikofarmaka terhadap ODGJ sesuai standar pelayanan Kesehatan Jiwa yang 

ditujukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya. 

 

 

BAB V 

PENJANGKAUAN KASUS PASUNG 

 

Bagian Kesatu 

Laporan dan Penemuan Kasus 

Pasal 16  



(1) Masyarakat yang mengetahui wajib melaporkan kasus pasung kepada: 

a. Tenaga kesehatan di Puskesmas; 

b. Kader kesehatan; 

c. Pekerja sosial masyarakat; atau 

d. Tokoh masyarakat. 

(2) Kader kesehatan, pekerja sosial masyarakat, dan/atau tokoh 

masyarakat yang mengetahui atau mendapat laporan dari masyarakat 

tentang kasus pasung wajib melaporkan kasus tersebut ke petugas 

kesehatan di puskesmas. 

 

Pasal 17  

(1) Berdasarkan penemuan kasus pasung, kader kesehatan dan pekerja 

sosial masyarakat melakukan pendekatan kepada keluarga agar ODGJ 

yang dipasung mendapat tindakan pengobatan dan perawatan yang 

dibutuhkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. 

(2) Kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat dapat membantu 

memberi informasi tentang jaminan kesehatan yang dapat diakses 

keluarga. 

 

Bagian Kedua 

Upaya Penjangkauan 

 

Pasal 18  

(1) Petugas kesehatan melakukan verifikasi ke lokasi pemasungan 

berdasarkan laporan kasus pasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (1). 

(2) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan terjadi kasus pemasungan, 

petugas kesehatan dan melakukan tindakan: 

a. Perawatan pertama bagi ODGJ; 

b. Pembebasan ODGJ dari pasung; dan/atau 

c. Penilaian kebutuhan layanan bagi ODGJ. 

(3) Upaya penjangkauan oleh petugas kesehatan dapat didampingi Kader 

kesehatan, pekerja sosial masyarakat/tenaga kerja sosial 

kemasyarakatan, dan/atau tokoh masyarakat setempat. 

(4) Tata Cara Upaya Penjangkauan tercantum di dalam Lampiran, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 19  

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat Penjangkauan, maka petugas 

kesehatan menentukan tindak lanjut perawatan bagi ODGJ. 

(2) Tindak lanjut perawatan bagi ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Penatalaksanaan awal ODGJ di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 

b. Rawat jalan; atau 

c. Rawat inap di rumah sakit atau rumah sakit jiwa. 



(3) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a meliputi: 

a. Puskesmas; 

b. Klinik pratama; atau 

c. Dokter keluarga. 

 

Pasal 20  

(1) Jika sarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tidak memadai 

untuk menangani ODGJ paska pasung, petugas kesehatan harus 

merujuk ODGJ ke: 

a. Rumah sakit; atau 

b. Rumah sakit jiwa. 

(2) Jika sarana di rumah sakit tidak memadai untuk penanganan ODGJ 

paska pasung, maka rumah sakit merujuk ke rumah sakit jiwa atau 

rumah sakit pusat rujukan. 

 

Pasal 21  

(1) Dalam hal keluarga dari ODGJ yang dipasung tidak bersedia 

membebaskan dan/atau membawa ODGJ yang dipasung ke fasilitas 

pelayanan kesehatan, petugas kesehatan melaporkan situasi tersebut ke 

Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat tingkat Kecamatan. 

(2) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat tingkat Kecamatan 

menindaklanjuti laporan petugas kesehatan dengan melakukan upaya 

penjangkauan. 

 

 

Pasal 22  

(1) Dalam hal penilaian kebutuhan layanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c menunjukkan korban pasung 

tidak memiliki jaminan kesehatan, pekerja sosial masyarakat membantu 

pengurusan jaminan kesehatan. 

(2) Jaminan kesehatan bagi ODGJ diberikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan 

kesehatan. 

 

Pasal 23  

Alur penanganan kasus pasung tercantum dalam Lampiran, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB VI 

PERAWATAN PASKA PASUNG 

 

Bagian Kesatu 

Rawat Inap Rumah Sakit atau Rumah Sakit Jiwa 



Pasal 24  

Perawatan di rumah sakit atau rumah sakit jiwa dilakukan sesuai dengan 

standar pelayanan medis. 

 

Pasal 25  

(1) Setelah penatalaksanaan di rumah sakit atau rumah sakit 

jiwa, ODGJ yang kondisi akutnya sudah teratasi dan dalam kondisi 

stabil dapat dipulangkan ke keluarga atau ditempatkan sementara di 

Panti Sosial. 

(2) Pemulangan ODGJ dari rumah sakit ke keluarga dilakukan 

jika keluarga siap menerima ODGJ. 

(3) Dalam hal ODGJ belum siap dipulangkan dan/atau keluarga 

belum siap menerima ODGJ, rumah sakit atau rumah sakit jiwa 

menempatkan ODGJ di panti sosial sampai siap dipulangkan. 

(4) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memberikan surat rujukan balik pada saat pemulangan pasien ke 

keluarga atau ke panti sosial. 

(5) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

merupakan kelengkapan administrasi untuk pengobatan lanjutan 

ODGJ. 

 

Bagian Kedua 

Rawat Jalan 

 

Pasal 26  

Tindak lanjut perawatan ODGJ dengan rawat jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 ayat (2) dilakukan keluarga 

bersama petugas kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan 

supervisi dari psikiater rumah sakit umum daerah. 

 

Pasal 27  

Penatalaksanaan rawat jalan bagi ODGJ dilaksanakan sesuai standar 

pelayanan medis. 

 

BAB VII 

UPAYA REHABILITASI SOSIAL 

 

Bagian Kesatu 

Penempatan Sementara di Panti Sosial 

 

Pasal 28  



(1) Rumah sakit atau rumah sakit jiwa melakukan penempatan 

ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) di panti sosial. 

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

sementara. 

(3) Panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

panti sosial milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau 

non pemerintah. 

(4) Panti sosial non pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) harus memiliki izin dari Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial dan sudah menjalin kerja sama dengan 

rumah sakit atau rumah saki jiwa yang menempatkan ODGJ. 

 

Pasal 29  

(1) Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melakukan 

upaya Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Psikososial bagi ODGJ. 

(2) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penyiapan Keluarga 

Pasal 30  

Sebelum pemulangan ODGJ ke keluarga, petugas kesehatan dibantu kader 

kesehatan dan pekerja sosial masyarakat memberikan edukasi, informasi, dan 

pelatihan kepada keluarga agar memiliki siap dan trampil untuk merawat 

ODGJ di rumah. 

 

BAB VIII 

KELEMBAGAAN 

 

Bagian Kesatu 

Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat 

Dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat 

 

Pasal 31  

(1) Gubernur membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa 

Masyarakat. 

(2) Wilayah Kerja Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat 

melingkupi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

(3) Susunan personalia Tim Pengarah Kesehatan Jiwa 

Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 32  



(1) Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa 

Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan. 

(2) Wilayah Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat 

Kabupaten/Kota melingkupi wilayah Kabupaten/Kota. 

(3) Susunan personalia Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa 

Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

 

Pasal 33  

Struktur organisasi dan tata kerja Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat 

dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat tercantum dalam Lampiran, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Bagian Kedua 

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat 

 

Pasal 34  

(1) Masyarakat dapat membentuk kelompok Rehabilitasi 

Berbasis Masyarakat untuk menanggulangi permasalahan kesehatan 

jiwa. 

(2) Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dibentuk dan 

dilaksanakan di tingkat Desa. 

(3) Contoh struktur organisasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat 

dan tata kerjanya tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB IX 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI 

 

Pasal 35  

Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan, dan 

evaluasi penanggulangan pemasungan. 

 

Pasal 36  

(1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 meliputi pembinaan, pengawasan, dan 

evaluasi atas kegiatan: 

a. Pemberdayaan masyarakat; 

b. Peningkatan akses layanan kesehatan; 

c. Peningkatan ketrampilan penanganan masalah kesehatan jiwa di 

pelayanan primer; 

d. Penguatan sistem rujukan kesehatan jiwa; 

e. Penyediaan alat pengamanan darurat ODGJ; 

f. Peningkatan layanan tersier; dan 



g. Penguatan program kesehatan jiwa lintas program dan lintas sektor. 

(2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian urusan 

pemerintahan. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 37  

Sebelum Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat terbentuk, upaya 

penanggulangan pemasungan dikoordinasikan oleh gugus tugas yang 

dibentuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial hingga terbentuknya Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat. 

 

Pasal 38  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

 Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2014 

 
GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

TTD 
 
 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 
 

TTD 
 

ICHSANURI 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
NOMOR 8 I 7'A/.lu� �o/* 
TENTANG 
PEDOMAN PENANGGULANGAN 
PEMASUNGAN 

I. DETEKSI DINI

LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN DETEKSI KELUARGA

1. Lakukan kunjungan rumah di tiap-tiap keluarga;
2. Isi formulir deteksi keluarga (1 (satu) lembar diisi untuk setiap kepala

keluarga);
a. Tulis Nama Kepala Keluarga (KK);
b. Alamat (dusun, RT/RW,kelurahan,kecamatan);

c. Status Perkawinan (kawin/belum kawin/janda/duda);

Pada format kolom data keadaan keluarga:

a. Nama (diisi Nama KK dan anggota keluarga);
b. JK : Jenis kelamin (diisi Laki-laki tulis L, Perempuan tulis P);
c. Usia (tahun);
d. Pendidikan (SD/SMP/SMA/PT, jika tidak sekolah tulis TS);

e. Pekerjaan (Jenis pekerjaan);
f. Kondisi kesehatan jiwa (baca 3 macam status kesehatan keluarga

selanjutnya isi sesuai kondisi kesehatan keluarga yang dideteksi);
3. Isi daftar rekapitulasi (jumlah kepala keluarga) yang ada di tiap dusun.

Rekapitulasi didasarkan pada hasil deteksi keluarga;

KETERANGAN : STATUS KESEHATAN JIW A KELUARGA 

RISIKO MASALAH PSIKOSOSIAL GANGGUAN JIW A 

Keadaan: Tanda-Tanda : 

• Kehilangan • Sedih berlebihan & berkepanjangan;
pekerjaan/ menganggur / PHK; • Kegiatan menurun;

• Kehilangan keluarga • Motivasi turun dan malas/tidak

( suami/ istri/ anak); bergairah;
• Kehilangan harta benda; • Marah-··marah tanpa sebab;
• Kehilangan anggota tubuh akibat • Agresif / mengamuk;

kecelakaan/ bencana; • Menarik diri / tak mau bergaul;
• Memiliki penyakit menahun • Ke bersihan diri kurang;

penyakit paru, jantung, ginjal, • Berputus asa dan berpikir mau mati;

rematik, kencing manis, • Mendengar suara-suara (halusinasi).

hipertensi/ tekanan darah tinggi,
stroke, epilepsi/ ayan;

• Hamil paska melahirkan,
menyusui.

SEHAT 

Jika tidak ditemukan tanda/ gejala dan kondisi di atas 
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